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RINGKASAN 

Perizinan Usaha di Sepanjang Rel Kereta Api  

(Studi di Kecamatan Blimbing, Kota Malang) 

Ardiansyah Eka Pratama 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang 

 Tanah sebagai sumber daya penting bagi manusia, termasuk yang berada di 
sepanjang rel kereta api, sering kali menjadi objek pemanfaatan yang kompleks. 
Penelitian ini mengkaji proses perizinan usaha di area sepanjang rel kereta api di 
Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang sering kali melibatkan PT Kereta Api 
Indonesia (Persero). 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah untuk menyelidiki praktik 
perizinan usaha di sepanjang rel kereta api. Data diperoleh dari berbagai sumber 
termasuk hukum terkait, kebijakan PT KAI, dan peraturan daerah Kota Malang. 

 Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah di sepanjang rel kereta api 
sering kali melibatkan usaha yang memerlukan izin khusus dari PT KAI dan pemerintah 
setempat. Namun, implementasi peraturan masih memiliki tantangan dalam 
penegakan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. 

 Dalam konteks perizinan usaha di sepanjang rel kereta api, ditemukan 
perlunya penyempurnaan dalam regulasi untuk meningkatkan kepatuhan dan 
efektivitas pengawasan. Hal ini penting untuk menjaga keamanan serta memastikan 
penggunaan tanah yang sesuai dengan peruntukannya. 

Kata Kunci: Perizinan usaha, rel kereta api, PT KAI, Kecamatan Blimbing, Kota 
Malang, hukum tanah. 
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SUMMARY 

"Business Licensing along Railway Tracks 

(A Study in Blimbing District, Malang City)" 

Ardiansyah Eka Pratama 

Faculty Of Law, Islamic University Of Malang 

 Land, as a crucial resource for humanity, including those along railway tracks, 
often becomes a complex subject of utilization. This study examines the business 
licensing process along the railway tracks in Blimbing District, Malang City, which 
frequently involves PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

 The research adopts a scientific approach to investigate business licensing 
practices along these railway tracks. Data is sourced from various sources, including 
relevant laws, PT KAI policies, and local regulations in Malang City. 

 The study indicates that land use along the railway tracks often involves 
businesses requiring specific permits from PT KAI and local governments. However, 
the implementation of regulations faces challenges in enforcement and legal 
awareness among the community. 

 In the context of business licensing along railway tracks, there is a recognized 
need for regulatory improvements to enhance compliance and oversight effectiveness. 
This is crucial for maintaining safety and ensuring that land use aligns with its intended 
purposes. 

Keywords: Business licensing, railway tracks, PT KAI, Blimbing District, Malang City, 
land law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Bumir, airr dan ruang angkasa serrta kerkayaan alam yang terrkandung dir 

dalamnya, mernjadir sumberr daya perntirng untuk kerlangsungan hirdup manusira. 

Pada kernyataannya, manusira serbagair irndirvirdu maupun makhluk sosiral 

sernantirasa merlakukan hubungan derngan berberrapa erlermern dir atas. Serjalan 

derngan perradaban umat manusira, hubungan antara manusira derngan bumir 

terrus merngalamir perrkermbangan, terrmasuk hubungan manusira derngan tanah. 

Tanah merrupakan kerbutuhan merndasar manusira untuk berrtermpat tirnggal, 

serrta mernjadir termpat bagir sergala aktirvirtas yang dirlakukan manusira yang 

berrhubungan derngan tanah. Dapat dirkatakan kerberradaan tanah mermirlirkir artir 

dan fungsir yang luas bagir manusira.  

 Hukum yang merngatur antara manusira derngan tanah mermirlirkir 

berberrapa faser, saat Irndonersira berlum merrderka, hukum adat dan hukum tanah 

koloniral Berlanda mernjadir dasar dalam perngaturan hukum atas tanah yang 

berrsumberr pada Agrarirscher Wert (Staatsblad 1870 Nomor 55).1 Kerkurangan 

dalam hukum tanah koloniral irnir adalah mermirlirkir sirfat dualirsmer hukum, yairtu 

dirberrlakukannya hukum tanah yang berrdasarkan atas hukum adat dan hukum 

barat pada waktu yang berrsamaan, serhirngga diranggap olerh rakyat Irndonersira 

hukum tanah irnir tirdak mermberrirkan jamirnan kerpastiran hukum dan akhirrnya 

dircabut. Serterlah Irndonersira merrderka, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

                                                           

1 Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), H. 8. 
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Nergara Rerpublirk Irndonersira Tahun 1945 (UUD NRIr 1945) mernjadir landasan 

konstirtusironal bagir hukum tanah Nasironal. Hukum tanah yang baru irnir jirka 

dirlirhat darir sergir materriralnya harus mermirlirkir sirfat yang berrkernaan derngan 

tujuan, asas, dan kerperntirngan nasironal.2 Pasal 33 ayat (3) UUD NRIr 1945 

merngatakan bahwa “bumir, airr dan kerkayaan alam yang terrkandung 

dirdalamnya dirkuasair olerh nergara dan dirperrgunakan untuk serbersar-bersarnya 

kermakmuran rakyat”.  

 Pernjabaran dalam pasal dir atas merlahirrkan Undang-Undang 

Nomperngaturan tanah serperrtir hak atas perrmukaan tanah. Atas dasar hak 

mernguasair 

darir nergara, Pasal 2 ayat (2) UUPA mernyatakan: 

merngatur dan mernyerlernggarakan perruntukan, pernggunaan, perrserdiraan dan 

permerlirharaan bumir, airr dan ruang angkasa terrserbut; 

mernerntukan dan merngatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

derngan bumir, airr dan ruang angkasa, 

mernerntukan dan merngatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perrbuatan-perrbuatan hukum yang merngernair bumir, airr dan ruang 

angkasa. 

 Dalam hal irnir, nergara bukan mernjadir permergang hak, tertapir nergara 

merngatur pernggunaan tanah, perruntukannya, permerlirharaan hirngga hak-hak 

yang dapat dirmirlirkir olerh subjerk hukum tanah dan perrbuatan hukum merngernair 

tanah. Merskirpun irstirlah tanah nergara tirdak dirjerlaskan sercara gamblang dalam 

                                                           

2 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), H.2. 
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UUPA, namun UUPA merngatur tanah yang dirkuasir olerh nergara.3 Serberlum 

lahirrnya UUPA, pernguasaan tanah-tanah nergara diratur dalam Perraturan 

Permerrirntah No.8 Tahun 1953 terntang Pernguasaan Tanah-Tanah Nergara, 

dirdalamnya dirjerlaskan bahwa tanah yang dirmirlirkir dan dirkuasair pernuh olerh 

nergara adalah terrmasuk tanah nergara dan apabirla tanah-tanah terrserbut berbas 

darir hak-hak yang merlerkat dir atasnya, bairk yang berrdasarkan hukum adat atau 

hukum barat. 

 pernguasaan tanah sercara yurirdirs, dan pernguasaan tanah sercara firsirk. 

Pernguasaan yurirdirs dirlandasir hak yang dirlirndungir olerh hukum dirmana 

permergang hak atau permirlirk tanah mermirlirkir kerwernangan untuk mernguasair 

sercara firsirk tanahyang dirkerherndakir.4 Serbagair contoh, jirka suatu tanah dirmirlirkir 

olerh serorang permirlirkmaka dirserbut pernguasaan yurirdirs, namun serorang permirlirk 

tanah terrserbut tirdak mermperrgunakan tanahnya untuk dirtermpatir merlairnkan 

dirserwakan pada pirhak lairn serhirngga pernguasaan sercara firsirk terrhadap tanah 

terrserbut dirlakukan olerh pernyerwatanah. 

 Merrujuk pada hak mernguasair nergara dapat dirpahamir bahwa nergara 

sercara langsung mernguasair tanah-tanah yang tirdak dirhakir olerh serserorang atau 

pirhak lairn, artirnya pernguasaan nergara terrhadap tanah terrserbut dirlakukan 

sercara pernuh. Namun, pada tanah-tanah yang terlah dirhakir olerh serserorang 

atau pirhak lairn, maka terrhadap tanah irtu pernguasaan nergara mernjadir terrbatas. 

Artirnya, serjauh apa Nergara dapat mermberrir kerkuasaan kerpada orang atau 

                                                           

3 Anita DA Kolopaking, Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Indonesia, (Bandung: 
PT Alumni, 2013), H. 47. 
4 Julius Sembiring, Pengertian, Pengaturan, Dan Permasalahan Tanah Negara, Edisi Revisi, 
Cetakan Ke 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), H.10. 
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badan hukum yang mermpunyair dan/atau mernggunakan haknya.5 Tertapir Asas 

pokok otonomir warga Nergara antara lairn iralah mirlirk prirbadir, kerberbasan 

mermbuat statermern (dalam batas-batas terrterntu, serserorang dapat mermbuat 

serndirrir warirsannya) dan kerberbasan mermbuat kontrak (irsir suatu perrsertujuan, 

pada dasarnya berbas darir campur tangan permbuat undang-undang) serrta 

masyarakat mermirlirkir perrlirndungan hukum.6 Perrlirndungan hukum merrupakan 

suatu rasa aman yang dirberrirkan olerh permerrirntah merlaluir perrangkat-perrangkat 

hukum untuk masyarakat juga kerberbasan serbagair berntuk hak asasir manusira 

dalam merlakukan sersuatu.7 

 Berrkairtan derngan pernguasaan dan pernggunaan tanah dir Irndonersira, 

berrbagair macam polermirk kerrap terrjadir, salah satunya masyarakat 

mernggunakan lahan yang bukan mirlirknya untuk dirdirrirkan bangunan. Hal irnir 

dirperngaruhir olerh factor kerserdiraan lahan yang terrbatas serhirngga masyarakat 

mermirlirh untuk mermanfaatkan tanah mirlirk nergara serbagair termpat tirnggal 

merrerka bairk sercara lergal maupun irlergal, serbagair contoh permanfaatan tanah 

PT. Kerrerta Apir Irndonersira (Perrserro) olerh Badan/Perrorangan (pirhak kertirga). 

 PT Kerrerta Apir Irndonersira (Perrserro) atau dirsirngkat PT KAIr merrupakan 

perrusahaan mirlirk nergara yang dirdirrirkan berrdasarkan Perraturan Permerrirntah No. 

19 Tahun 1998 terntang Perngalirhan berntuk Perrusahaan Umum (Perrum) Kerrerta 

Apir mernjadir Perrusahaan Perrserroan (Perrserro). Serbagair perrusahaan mirlirk 

nergara maka asert yang dirkuasair olerh PT KAIr merrupakan asert nergara, bairk asert 

                                                           

5 Julius Sembiring, Pengertian, Pengaturan, Dan Permasalahan Tanah Negara, Edisi Revisi, 
Cetakan Ke 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), H.10. 
6 Abid Zamzami, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara...205 
7 Ulfah Fauziah, Dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penanaman Modal ... 111 
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perrkerrertaapiran maupun non-perrkerrertaapiran serperrtir tanah, rumah perrusahaan, 

bangunan dirnas, dan lairn-lairn. Pasal 2 Perraturan Mernterrir Keruangan No. 

96/PMK.06/2007 terntang Tata Cara Perlaksanaan Pernggunaan, Permanfaatan, 

dan Permirndahtanganan Barang Mirlirk Nergara mernjerlaskan bahwa perngguna 

barang mirlirk nergara dan/atau kuasanya atas perlaksanaan pernggunaan barang 

mirlirk nergara dirbatasir hanya untuk pernyerlernggaraan tugas pokok dan fungsir 

kermernterriran nergara/lermbaga. Tanah dan/atau bangunan yang tirdak 

dirgunakan lagir wajirb dirserrahkan kermbalir kerpada perngerlola barang yaknir 

Mernterrir Keruangan, serbagair Berndahara Umum Nergara.8 Terrhadap tanah PT KAIr 

pada daerrah perrkerrertaapiran non aktirf sercara hukum mernjadir mirlirk nergara dan 

statusnya mernjadir tanah nergara. Serlama asert tanah PT KAIr dirmanfaatkan 

serbagairmana merstirnya, PT KAIr wajirb merngkerlola asert tanah terrserbut derngan 

serbairk-bairknya.9 

 Perraturan Mernterrir Agrarira (PMA) No. 9 Tahun 1965 terntang 

Perlaksanaan Konverrsir Hak Mernguasair Nergara, merngatur merngernair konverrsir 

tanah-tanah yang dirkuasair olerh irnstansir permerrirntah, terrmasuk tanah-tanah 

yang dirkuasair olerh PT KAIr harus dirlakukan konverrsir. Konverrsir10 serndirrir diratur 

dalam UUPA pada bagiran kerdua merngernair kerterntuan-kerterntuan konverrsir. 

Dirjerlaskan dalam PMA dir atas bahwa hak mernguasair olerh nergara dirkonverrsir 

mernjadir hak pakair apabirla dirgunakan untuk kerperntirngan permerrirntah dan 

                                                           

8 Oky Nasrul, Pemanfaatan Tanah Aset PT. Kereta Api Oleh Pihak Ketiga, Kanun Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol. 20, No. 3, 2018, H. 528. 
9 Ibid, 
10 Konversi Adalah Perubahan Pemilikan Atas Suatu Benda, Tanah, Dan Sebagainya (Def.2). Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 2 Maret 2022, Melalui Https://Kbbi.Web.Id/. 
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dirkonverrsir mernjadir hak perngerlolaan apabirla serlairn untuk kerperntirngan 

permerrirntah dirperruntukkan juga bagir orang lairn atau pirhak kertirga.11 

 Terrhadap tanah-tanah PT KAIr yang dirgunakan pirhak kertirga untuk 

dirdirrirkan bangunan merrupakan wujud perlaksanaan kerrjasama permanfaatan 

tanah asert PT KAIr derngan cara serwa tanah. Permanfaatan tanah yang 

dirlakukan masyarakat irnir merrupakan salah satu perrbuatan hukum merngernair 

tanah yang kerrap terrjadir dir kalangan masyarakat, faktor pernyerbabnya 

dirkarernakan masyarakat merngalamir pernirngkatan kerbutuhan atas tanah 

dirdukung derngan pernirngkatan laju permbangunan dir daerrah perrkotaan tirdak 

mampu dirirmbangir derngan kerterrserdiraan lahan yang terrbatas serhirngga 

masyarakat berrserdira mernyerwa tanah PT KAIr untuk dirdirrirkan bangunan. 

Permanfaatan tanah asert PT KAIr olerh pirhak kertirga diratas dirlakukan sercara lergal, 

namun tirdak jarang dalam kerhirdupan serharir-harir dapat pernulirs termuir 

masyarakat yang masirh mernermpatir tanah PT KAIr derngan cara irlergal. Serperrtir 

fakta hukum permanfaatan tanah PT KAIr juga terrjadir dir serpanjang rerl kerrerta 

apir Kercamatan Blirmbirng, Kota Malang. 

B. Rumusan Masalah 

 Berrdasarkan urairan darir latar berlakang dir atas maka dapat 

dirrumuskan perrmasalahan serbagair berrirkut: 

1. Bagairmana perngaturan perrirzirnan usaha dir serpanjang rerl kerrerta apir? 

                                                           

11 Oky Nasrul, Op.Cit, H. 538. 
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2. Bagairmana akirbat hukum darir lergalirtas perrirzirnan usaha dir 

serpanjang rerl kerrerta apir? 

C. Tujuan 

 Berrdasarkan rumusan masalah terrserbut, maka tujuan darir pernerlirtiran 

irnir yairtu serbagair berrirkut: 

1. Untuk merngertahuir bagairmana perngaturan perrirzirnan usaha dir 

serpanjang rerl kerrerta apir, dirlakukan pernerlirtiran dan analirsirs. 

2. Untuk merngertahuir dampak hukum yang tirmbul darir prosers perrirzirnan 

usaha dir serpanjang rerl kerrerta apir, dirlakukan analirsirs dan permahaman 

merndalam. 

D. Manfaat 

 Hasirl darir pernerlirtiran irnir mermirlirkir manfaat bairk sercara terorirtirs maupun 

dalam praktirk dir lapangan.  

1. Manfaat Terorirtirs 

Pernerlirtiran irnir dirharapkan dapat mermberrirkan kontrirbusir dalam 

perngermbangan konserp dasar dan terorir hukum perrdata, terrutama 

terrkairt derngan perrirzirnan usaha dir wirlayah terrterntu. 

2. Manfaat Praktirs 

Pernerlirtiran irnir berrtujuan untuk mermberrirkan masukan kerpada para 

permbuat kerbirjakan terrkairt irmplermerntasir perrjanjiran kerrjasama 

komerrsiral, serhirngga kerbirjakan yang dirpirlirh dapat mermberrirkan manfaat 

bagir sermua pirhak yang terrlirbat serbagair permangku kerperntirngan. 
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E. Orisinalitas 

 Serhubungan derngan pernerlirtiran irnir, serberlumnya terlah dirlakukan 

pernerlirtiran serrupa yang terrkairt derngan rirsert yang dirkerrjakan olerh pernulirs. 

Dalam pernerlirtiran terrserbut, dirtermukan berberrapa kersamaan, perrberdaan, dan 

kontrirbusir terrterntu jirka dirbandirngkan derngan pernerlirtiran yang dirlakukan olerh 

pernulirs. Berberrapa dir antaranya merncakup:  

 Kersamaan biras dirlirhat darir judul perrtama mermbahas terntang 

KErBIrJAKAN PErMErRIrNTAH DALAM MErMBErRIrKAN IrZIrN USAHA IrNDUSTRIr KErCIrL 

DIr KOTA BANDAR LAMPUNG yang berrartir mermbahas terntang bagairmana cara 

serserorang mermbuat irzirn usaha. Dalam judul kerdua yairtu PErLAKSANAAN 

PErRJANJIrAN SE rWA MErNYE rWA TANAH PT. KErRE rTA APIr IrNDONErSIrA 

(PErRSErRO) DE rNGAN MASYARAKAT DIr KAWASAN WIrSATA KAMPUNG TRIrDIr 

(3D) KOTA MALANG mermbahas terntang permanfaatan tanah dir daerrah 

kerpermirlirkan KAIr dirluar fungsir utamanya. 

 Perrberdaan yang birasa dirlirhat darir judul perrtama hanya berrfokus 

perrirzirnannya saja serdangkan dir pernerlirtiran saya mermbahas bagairmana jirka 

usaha terrserbut berrada pada lahan yang tak serharusnya dirgunakan untuk 

usaha. Serdangkan perrberdaan pada judul kerdua derngan pernerlirtiran saya adalah 

pernerlirtiran terrserbut lerbirh berrfokus untuk irzirn termpat tirnggal serdangkan 

pernerlirtiran saya merngernair irzirn untuk mermbuat usaha dir serpanjang rerl kerrerta 

apir. 

 Serlairn irtu, irtu pernerlirtiran irnir mermirlirkir nirlair kerbaharuan yang perntirng. Hal 

irnir dapat merncakup irnformasir yang mernarirk merngernair bagairmana sirstermatirka 

perrirzirnan usaha yang berrada dir serpanjang rerl kerrerta apir. 
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 Derngan mermbandirngkan atara kerdua judul serberlumnya dan judul saya 

dapat mermberrirkan irnformasir tambahan. Olerh karerna irtu, saya irngirn 

mernghirndarir darir dua judul terrserbut serperrtir berrirkut: 

No Profil Judul 

1. Damba Putra 

FAKULTAS HUKUM 

UNIrVErRSIrTAS 

LAMPUNG BANDAR 

LAMPUNG 2017 

KErBIrJAKAN PErMErRIrNTAH DALAM MErMBErRIrKAN IrZIrN 

USAHA IrNDUSTRIr KErCIrL DIr KOTA BANDAR LAMPUNG 

 ISU HUKUM 

 a. Bagairmanakah Kerbirjakan Permerrirntah Dalam Mermberrirkan Irzirn Usaha Mirkro 

Kercirl dan Mernerngah dir Kota Bandar Lampung? 

b. Apakah yang mernjadir faktor pernghambat Kerbirjakan Permerrirntah Dalam 

Mermberrirkan Irzirn Usaha Mirkro Kercirl dan Mernerngah dir Kota Bandar 

Lampung? 

 HASIL PENELITIAN 

 1. Permerrirntah Kota Bandar Lampung mernerrapkan kerbirjakan dalam permberriran 

irzirn usaha mirkro, kercirl, dan mernerngah derngan mermberntuk Dirnas 

Pernanaman Modal dan Perlayanan Terrpadu Satu Pirntu (DPMPTSP) 

berrdasarkan Perraturan Daerrah Kota Bandar Lampung No. 07 Tahun 2016. 

Permberriran irzirn terrserbut dirlakukan olerh DPMPTSP sersuair derngan Perraturan 

Walirkota Kota Bandar Lampung No. 53 Tahun 2016 terntang Tugas, Fungsir, 

dan tata Kerrja DPMPTSP. salah satu kerbirjakan yang dirterrapkan merrupakan 

perlayanan terrpadu satu pirntu (oner stop serrvircer) sersuair Perraturan Mernterrir 

pada Nergerrir No. 24 Tahun 2006. Prirnsirp darir kerbirjakan irnir adalah 

mernyerlernggarakan perlayanan perrirzirnan dan non-perrirzirnan dalam satu 

termpat sercara cerpat, murah, mudah, transparan, pastir, dan terrjangkau. 

2. Namun, dalam perlaksanaan kerbirjakan permberriran irzirn usaha mirkro, kercirl, 

dan mernerngah dir Kota Bandar Lampung, terrdapat berberrapa faktor 

pernghambat. Salah satu faktornya adalah kurangnya permahaman 

masyarakat terrhadap kerbirjakan yang berrorirerntasir kerpada kerperntirngan 

rakyat. poly rakyat yang tirdak mermahamir perrsyaratan yg harus dirpernuhir 

sang para perngusaha dalam prosers permbuatan irzirn. Serlairn irtu, kurangnya 

permahaman rakyat pada mermernuhir perrsyaratan yang terrdapat serrta 

komplerksnya jernirs perrirzirnan yang harus dirpernuhir 
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 Persamaan Sama-sama berrtujuan untuk mermberrirtahu perntirngnya 

mermbuat irzirn usaha dan mermberrirkan irnformasir cara 

merndapatkannya 

 Perbedaan Yang mermberdakan adalah darir skrirpsir dir atas hanya 

mernjerlaskan apabirla masyarakat hanya irngirn mermbuat 

usaha. Serdangkan yang saya buat berrtujuan serlairn 

mermberrir tahu irnformasir untuk mermbuat irzirn usaha 

juga mermerberrirtahu irnformasir apakah perrlu mermirnta 

irzirn ker PT KAIr 

 Kontribusi Kontrirbusir yang biras dirambirl darir pernerlirtiran irnir adalah 

kirta biras mernjadirkan pernerlirtiran irnir mernjadir sumberr 

irnformasir tambahan serrta irlmu tambahan untuk para 

perngusaha yang baru merrirntirs usaha 

2 Profil Judul 

 Zairnul Alirm 

UNIrVErRSIrTAS IrSLAM 

MALANG FAKULTAS 

HUKUM MALANG 

2020 

PErLAKSANAAN PErRJANJIrAN SErWA MErNYErWA TANAH 

PT. KErRErTA APIr IrNDONErSIrA (PErRSErRO) DErNGAN 

MASYARAKAT DIr KAWASAN WIrSATA KAMPUNG TRIrDIr 

(3D) KOTA MALANG 

 ISU HUKUM 

 1. Bagairmana Perraturan Serwa Mernyerwa PT. Kerrerta Apir Irndonersira (Perrserro) 

dalam Mernyerwakan Tanah dir Kawasan Wirsata Kampung Trirdir (3D) Kota 

Malang? 

2. Bagairmana Perlaksanaan Perrjanjiran Serwa Mernyerwa Antara Pirhak Pernyerwa 

dan PT. Kerrerta Apir Irndonersira (Perrserro) dir Kawasan Wirsata Kampung Trirdir 

(3D) Kota Malang? 

3. Bagairmana Akirbat Hukum Jirka Pirhak Pernyerwa dan Pirhak PT. Kerrerta Apir 

Irndonersira (Perrserro) Dir Kawasan Wirsata Kampung Trirdir (3D) Kota Malang 

Kertirka Merlakukan Wanprerstasir? 

 HASIL PENELITIAN 

 1. Terrdapat perrberdaan merngernair kerabsahan atau lergalirtas dalam perrserwaan 

yang dirlakukan olerh PT. Kerrerta Apir Irndonersira (Perrserro) berrdasarkan 

perraturan hukum yang merngatur merngernair tanah terrserbut. Undang-

undang Pokok Agrarira mernyatakan bahwa PT. Kerrerta apir Irndonersira 

(Perrserro) tak berrhak merlakukan perrserwaan tanahnya. namun, Perraturan 

Mernterrir Agrarira serrta Kerputusan Dirrerksir PT. Kerrerta apir Irndonersira (Perrserro) 

mernyampairkan kerwernangan kerpada PT. Kerrerta barah Irndonersira (Perrserro) 

untuk merlakukan perrserwaan tanah derngan hak pakair. Serlairn irtu, Undang-

undang nomor 1 Tahun 2004 irhwal Perrberndaharaan Nergara jua 

mermberrirkan PT. Kerrerta apir Irndonersira (Perrserro) hak buat mernyerwakan 
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tanahnya mernggunakan kondirsir mernjaga barang mirlirknya dan tirdak 

mermirndahkannya kerpada pirhak lairn. 

2. Serwa mernyerwa tanah pada kawasan Wirsata Kampung Trirdir (3D) Kota 

Malang iralah perrjanjiran serwa mernyerwa perrserrorangan. Calon mirtra yang 

irngirn mernyerwa tanah PT. Kerrerta apir Irndonersira (Perrserro) harus merlerngkapir 

proserdur perrjanjiran serwa mernyerwa yang terlah dirtertapkan. Berntuk 

perrjanjiran terrserbut iralah perrjanjiran terrtulirs derngan akta dirbawah tangan. 

Analirsirs kontrak mermbagirkan bahwa perrjanjiran terrserbut sersuair derngan 

undang-undang. 

3. Pada perlaksanaan perrjanjiran serwa mernyerwa tanah PT. Kerrerta apir Irndonersira 

(Perrserro) dir termpat Wirsata Kampung Trirdir (3D) Kota Malang ada berberrapa 

perlanggaran dir Pasal 3 dan Pasal 6 dalam buku panduan Perrjanjiran Kontrak 

Tanah Perrumka. akirbat asal perlanggaran terrserbut dapat dirlirhat dalam Pasal 

8 darir buku Perrjanjiran Kontrak Tanah Perrumka dan dapat dirhubungkan 

derngan hukum perrdata merngernair wanprerstasir dan berrakhirrnya masa serwa. 

Namun, dalam faktanya, PT. Kerrerta Apir Irndonersira (Perrserro) hanya 

merlakukan permbiraran namun tertap berrkomunirkasir derngan masyarakat 

merngernair tanah terrserbut. 

 Persamaan Sama-sama mermberrirkan irnformasir merngernair 

permanfaat tanah mirlirk PT KAIr serlairn untuk perrkerrerta 

apiran 

 Perbedaan Skrirpsir dir atas hanya mernjerlaskan pernyerwaan yang 

berrtujuan untuk permukirman serdangkan yang saya 

angkat dalam kasus saya adalah mernyerwa untuk usaha 

 Kontribusi Lermbaga pernergak hukum dan Badan Perrtanahan 

Nasironal Kota Tergal mermirlirkir perran perntirng dalam 

mermastirkan kerjerlasan status kerpermirlirkan tanah. Serlairn 

irtu, PT. Kerrerta Apir Irndonersira (Perrserro) juga 

berrtanggung jawab dalam mernjaga asertnya berrupa 

tanah atau lahan. 

Sedangkan, penelitian ini merupakan:   

Profil  Judul 

Ardiransyah Erka 

PRATAMA 

Fakultas Hukum 

Unirverrsirtas Irslam 

Malang 

2023 

PErRIrZIrNAN USAHA DIrSE rPANJANG RErL KErRErTA APIr 

(Studir Kasus dir Kercamatan Blirmbirng, Kota Malang) 
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ISU HUKUM 

1. Bagairmana merkanirsmer perrirzirnan usaha serpanjang rerl kerrerta apir dir 

Kercamatan Blirmbirng, Kota Malang? 

2. Apakah ada hambatan atau tantangan terrterntu yang dirhadapir olerh 

perlaku usaha dalam prosers perrirzirnan usaha dir serpanjang rerl kerrerta apir? 

NILAI KEBARUAN 

Mermerberrir irnformasir yang mungkirn serlama irnir berlum banyak yang mngertahuir 

bagirmana perrirzirnan merndirrirkan usaha dir serpanjang rerl kerrerta apir. Serrta 

serbagair panduan baru untuk mermbuat skrirspsir yang mermirlirkir permbahasan 

serrupa. 

 

F. Metode Penelitian 

 Pernerlirtiran irlmirah merrujuk pada langkah-langkah pernyerlirdirkan sirstermatirs yang 

berrtujuan mernermukan fakta, merngujir hirpotersirs, atau merrumuskan terorir irlmirah. Fokus 

utama darir pernerlirtiran irlmirah adalah merndapatkan permahaman yang lerbirh merndalam 

merngernair alam, masyarakat, atau fernomerna terrterntu merlaluir pernerrapan mertoder 

irlmirah yang terrstruktur dan terrkerndalir. 

1. Jernirs Pernerlirtiran  

 Jernirs pernerlirtiran yang dirgunakan pada pernerlirtiran irnir adalah pernerlirtiran yurirdirs 

ermpirrirs. Pernerlirtiran yurirdirs ermpirrirs merlirbatkan pernderkatan sirstermatirs untuk mernyerlirdirkir 

masalah hukum derngan merngumpulkan data ermpirrirs darir fakta-fakta yang dapat 

diramatir sercara langsung, derngan tujuan mermahamir dan mernganalirsirs irmplirkasir hukum 

darir fernomerna yang diramatir. 

2. Pernderkatan Pernerlirtiran 

 Pernderkatan pernerlirtiran yang dirgunkan dalam pernerlirtiran irnir adalah pernderkatan 

yurirdirs sosirologirs. Pernderkatan yurirdirs sosirologirs merrupakan suatu mertoder pernerlirtiran 

hukum yang mermadukan analirsirs hukum derngan permahaman merndalam terrhadap 
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faktor-faktor sosiral yang mermerngaruhir permberntukan, perlaksanaan, dan dampak darir 

perraturan hukum. 

3. Lokasir Pernerlirtiran 

Lokasir yang saya pirlirh, yairtu: 

Termpat usaha dir serpanjang Jl. Karya Tirmur No.02, RW.02, Purwantoro, Kerc. 

Blirmbirng, Kota Malang 

4. Jernirs dan sumberr data 

Adapun sumberr data yang saya gunakan, yairtu: 

1.  Data Prirmerr 

 Pada pernerlirtiran irnir, saya merngandalkan sumberr data prirmerr yang dirperrolerh 

merlaluir wawancara langsung derngan rerspondern, surverir kuersironerr, dan obserrvasir 

lapangan untuk merndapatkan irnformasir yang akurat dan langsung terrkairt derngan 

perngalaman merrerka. 

2. Data Serkunderr 

 Dalam pernerlirtiran irnir, saya mernggabungkan sumberr data serkunderr darir studir 

serberlumnya, undang-undang yang terrkairt, jurnal hukum, dan publirkasir irlmirah untuk 

merndukung analirsirs saya terrhadap kasus yang dirangkat. 

Terknirk Perngumpulan Data 

5. Terknirk Perngumpulan Data 

Terknirk yang saya gunakan untuk merngumpulkan data untuk bahan kajiran saya, yairtu: 

1) Perngumpulan Data Prirmerr 

a) Dalam rangka merngumpulkan data prirmerr merngernair irzirn usaha dir 

serpanjang rerl kerrerta apir, saya merlakukan wawancara langsung derngan 



14 

 

  

 

permirlirk usaha dan irnstansir terrkairt, serperrtir permerrirntah daerrah dan otorirtas 

kerrerta apir, untuk merndapatkan permahaman merndalam terntang prosers 

perrirzirnan, tantangan yang dirhadapir, dan perraturan yang berrlaku dir lokasir-

lokasir birsnirs serpanjang jalur kerrerta apir. 

b) Serlairn irtu merngumpulkan data obserrvasir merngernair irzirn usaha dir serpanjang 

rerl kerrerta apir, saya merlakukan perngamatan lapangan sercara langsung 

untuk merncatat prosers permberriran irzirn, perrirzirnan yang terrkairt, serrta faktor-

faktor terrkairt lairnnya yang dapat mermerngaruhir operrasironal birsnirs dir wirlayah 

terrserbut. 

2) Perngumpulan Data Serkunderr 

 Perngumpulan data serkunderr merngernair irzirn usaha dir serpanjang rerl 

kerrerta apir dirlakukan merlaluir studir lirterratur yang merncakup perraturan 

permerrirntah terrkairt, laporan irndustrir, dan dokumerntasir rersmir yang terlah 

dirterrbirtkan olerh otorirtas terrkairt, guna merndapatkan permahaman merndalam 

merngernair rergulasir dan perrsyaratan irzirn yang berrlaku dir wirlayah terrserbut. 

6. Terknirk Analirsirs Data 

 Berrdasarkan hasirl pernerlirtiran saya, pernerlirtiran irnir mernggunakan mertoder 

analirsirs data yang umumnya dirkernal serbagair derskrirptirf kualirtatirf. Mertoder irnir 

merlirbatkan analirsirs yang mernjerlaskan atau mernggambarkan asperk-asperk 

yang dirtermuir dalam pernerlirtiran, kermudiran merrumuskan sirmpulan dan 

mernyajirkan data sersuair derngan termuan lapangan. 
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G. Sistematika Penulisan 

 Untuk mernirngkatkan obyerktirvirtas dan mermperrmudah permahaman terrkairt 

pernerlirtiran irnir, pernulirsan pernerlirtiran irnir terlah dirsusun sersuair derngan format pernyusunan 

skrirpsir. Serhirngga, struktur pernulirsan skrirpsir dapat dirorganirsirr sercara sirstermatirs serperrtir 

yang dirjerlaskan berrirkut irnir 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bagiran irnir mermberrirkan gambaran umum terntang latar berlakang pernerlirtiran, 

rumusan masalah, tujuan pernerlirtiran, orirsirnalirtas pernerlirtiran, mertodologir pernerlirtiran, 

jadwal pernerlirtiran, dan sirstermatirka pernulirsan. Perndahuluan irnir berrtujuan untuk 

mermperrkernalkan topirk pernerlirtiran kerpada permbaca. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab irnir merngurairkan terorir-terorir, pernerlirtiran-pernerlirtiran terrdahulu, dan kerrangka 

permirkirran yang rerlervan derngan topirk pernerlirtiran. Tirnjauan pustaka irnir mermbantu 

mermbangun landasan terorir dan mermperrluas permahaman terrhadap masalah 

pernerlirtiran, terrmasuk pernjerlasan terntang irzirn, perngerrtiran irzirn usaha, dan derfirnirsir 

usaha. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab irnir mermprerserntasirkan hasirl pernerlirtiran dan mernjerlaskan perrbandirngan 

derngan rumusan masalah. Permbahasan terrfokus pada merkanirsmer perrirzirna usaha dir 

serpanjang rerl kerrerta apir. Data yang terrkumpul diranalirsirs sercara sirstermatirs dan dirbahas 

derngan mertoder yang rerlervan, derngan hasirl pernerlirtiran dirsajirkan dalam berntuk grafirk, 

taberl, atau narasir terrstruktur. 
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BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab irnir mernyajirkan kersirmpulan darir termuan perntirng hasirl pernerlirtiran dan 

mermberrirkan jawaban terrhadap rumusan masalah. Serlairn irtu, juga dirserrtakan saran-

saran serbagair rerkomerndasir untuk pernerlirtiran serlanjutnya atau permercahan masalah 

yang dirterlirtir. Derngan merngirkutir sirstermatirka pernulirsan irnir, dirharapkan pernerlirtiran irnir 

dapat dirsusun sercara terrstruktur, mudah dirpahamir olerh permbaca, dan tertap 

mermperrtahankan obyerktirvirtas dalam pernyajiran irnformasir. 
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Pengaturan Perizinan Usaha Di Sepanjang Rel Kereta Api 

 Kersirmpulannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 terntang 

Perrkerrertaapiran merlarang perndirriran bangunan dir ruang mirlirk jalur kerrerta apir 

dan mernertapkan sanksir pirdana atau dernda bagir perlanggar. Jalur kerrerta apir 

hanya bolerh dirgunakan untuk angkutan kerrerta apir. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 terntang Perrumahan dan Kawasan Permukirman merlarang perndirriran 

huniran dir bantaran rerl derngan sanksir pirdana bagir perlanggar. Perraturan 

Permerrirntah Nomor 72 Tahun 2009 dir Kota Malang merngatur perrirzirnan usaha 

dir serpanjang rerl kerrerta apir, tertapir perrlu pernyermpurnaan untuk jernirs usaha dan 

proserdur perrirzirnannya. 

2. Akibat Hukum dari Legalitas Membangun Usaha di Sepanjang Rel 

Kereta Api 

 Perndirriran bangunan dir derkat rerl kerrerta apir merlanggar Pasal 178 UU 

No. 23 Tahun 2007 dan Pasal 140 serrta 157 UU No. 1 Tahun 2011, derngan 

sanksir pernjara hirngga 1 tahun atau dernda. Pernggunaan jalur kerrerta apir serlairn 

untuk kerperntirngan kerrerta apir dirlarang olerh Pasal 199 UU No. 23 Tahun 2007 

derngan sanksir pernjara 3 bulan atau dernda. PT KAIr tirdak wajirb mermberrir gantir 

rugir jirka terrjadir kercerlakaan dir arera bangunan tanpa irzirn. Permerrirntah kota tirdak 

dapat mermberrirkan irzirn usaha dir wirlayah mirlirk PT KAIr. Merskirpun perrnah ada 

kerbirjaksanaan gantir rugir dir Malang, perlanggaran tertap dirkernair sanksir. 
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B. SARAN 

Untuk Masyarakat: Masyarakat yang mermbuka usaha dir serpanjang rerl kerrerta 

apir harus mernyadarir bahwa perndirriran bangunan dir ruang mirlirk jalur kerrerta apir 

merlanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 terntang Perrkerrertaapiran dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 terntang Perrumahan dan Kawasan 

Permukirman. Perlanggaran irnir dapat dirkernair sanksir pirdana atau dernda. Serlairn irtu, 

pernggunaan jalur kerrerta apir serlairn untuk kerperntirngan kerrerta apir dirlarang kerras. 

Olerh karerna irtu, masyarakat serbairknya merncarir lokasir usaha yang tirdak merlanggar 

perraturan dermir kerserlamatan dan kerpastiran hukum. 

Untuk PT KAIr: PT KAIr perrlu berrperran aktirf dalam pernergakan hukum dan 

mermberrirkan sosiralirsasir kerpada masyarakat terntang bahaya dan konserkuernsir 

hukum darir perndirriran bangunan dir serpanjang rerl kerrerta apir. PT KAIr juga dapat 

berkerrja sama derngan permerrirntah daerrah untuk mermastirkan bahwa perraturan 

perrirzirnan usaha dir serpanjang rerl kerrerta apir lerbirh jerlas dan tirdak ada cerlah hukum. 

Derngan dermirkiran, keramanan dan kerlancaran operrasironal kerrerta apir dapat terrjaga, 

serrta merngurangir rirsirko kercerlakaan dan konflirk hukum dir masa merndatang. 
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